 SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
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Pemilihan Umum Republik Indoenesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemillhan Umwm, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fKota, perlu
melaltukan perubahan struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Linpgkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
bahwa untuk meningkatkan pengelolasn dan
pelayanan infermast publik di Komisi Pemilihan
Umurmn, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu
dilalukan penyempurnaan terhadap struktur
pengelola informasi dan dokumentasi, informasi
publik yang wajib disediakan dan divmumlan
secara berkala, serta tata cara pengujian
konseluensi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huraf a, huruf b dan huraf ¢, perin
menetapkan Keputusan Kemisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
lingltungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang;

Undang-Undang Nomor 14 Talmin 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubermnur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656]) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeanti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihar  Gubernur, Bupati, dan Walikata
Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
6109) schagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentanp Perabahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomer 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambzhan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nemor 5149);
Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umwumn Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republilk Indonesia Tahun 2019 Nomor
32{}} sebagaimana telah beberapa kali diubah
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terakhir dengan Peraturan Komisi FPemilihan
Umun Nomer 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomeor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Kemisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemibhan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan TUmum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susnnan Organizasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kakbupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2020 Nomor 1236) scbagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
{entang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tupas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerje Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Seckretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kemisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
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Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kebupaten/Kota.  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomer 531);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG TENTANG STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DORKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM EKEABUPATEN MALANG.

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Xabupaten Malang sebagaimana tercantum

dalam Lampiran [ yang merupakan bapgian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Struktur  Pejabat  Pengelola  Informasi dan

Dokumenitasi di linglkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU terdiri dari :

a. Pembina Pegjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Angpgota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dckumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Malang;

¢. Tim Pertimbangan terdiri dari anggota Komisi
Femilihan Umum Kabupaten Malang Divisi
Sasialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyaralkat dan Sumber Daya Manusia, Sekertaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan
Kepala  Subbagian  Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

d. Pegjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang;
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e. PPID Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada
masing-masing Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang;

f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing
subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang.

KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas dalam struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari,
maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

PEMBINA PPID
1. ABDUL FATAH, MH
2. MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA. S.A.P
3. NURHASIN, M.Pd
4. BANGKIT MARHAENDRA, SM TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
5. ASKARI, M.Pd.I INFORMASI
1. MARHAENDRA PRAMUDYA
MAHARDIKA. S.A.P
2. ARIEF SUBAGYO, SE, MM
3. DESHINTA CHRISTY AMALIA,
v
M.IP
ATASAN PPID
ARIEF SUBAGYO, SE. MM
Y
PPID
DESHINTA CHRISTY AMALIA, M.IP PPID PELAKSANA
1. PRATITIS ANDY NUGROHO, S.E
2. DESHINTA CHRISTY AMALIA M.IP
| 2. ISNAWAN ARDIANSYAH, S.T
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN 3. DANANG SAADAWISNA, S.I.Kom
DOKUMENTASI
1. SOEGENG HARIANTO, S.E
2. DARWIN YANUARKO, S.E
3. MOHAMMAD SUBHAN ROSYID, S.Ak
4. TINO BAYU WEDA
Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 06 Januari 2026
Snlinar: Sesusd dengun Asiliye KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,
KABUPATEN MALANG
Kepalg Q Bagian P€knis Penyelenggaraan Pemilu, dan

ttd.

ABDUL FATAH
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN
2026  TENTANG STRUKTUR  PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
{PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

A. Atasan PPID mempunyai tugas :

1.
2,

menunjuk PPID;
menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU
Kabupaten Malang;

. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
. mewakili KPU Kabupaten Melang dalam hal terjadi proses

penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten
Malang di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

. melakukan pembinaan, pengawasan, menitoring, dan evaluasi atas

pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakulcan
oleh PPID.

B. Tim Pertimbanpgan mempunyai wewenang :

1.

memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi
dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten
Malang;

. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konseknensi;
. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tangpapan atas

keberatan Pemchon Informasi Publik; dan

. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa

Informasi Publilk,

C. PPID mempunyai tagas :

1.
2.

melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
mengoordinasikan dan mengonsaolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediran, dan pelayanan Informasi Publik;

. menghimpun Informasi Publik dari selurith unit kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Malang di sub bagian masing-masing;

. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
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. melalaukan Pengujian Konseluensi atas Informasi Publik yang akan

dikecualikan;

. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID

dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat

pleno;

. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh

persetujuan dalam rapat pleno Komisl Pemitihan Umum Kabupaten
Malang;
menyediakan Informasi Publik;

. melakukan pengawasan, monitering, dan evaluasi atas pelaksanaan

kebijakan tekms pelayanan Informasi Publik;

10, menyusun laporan layanan Informasi Publik;

11. menyusun propram dan pelayanan Informasi Publik,

. PPID Pelaksana mempunyai tugas :

1.

membantu PPID melaksanalkan tanggung jawab, tugas, dan
kewenangannya;

. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah

ditetapkan FPID;

. menpumpulkan, mendolumentasikan, dan mengelola data yang

dikuasai masing-masing subbagian di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang;

. menyampaikan data kepada PPID Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Malang;
membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

. membantu membuat, mengelola, memelibars, dan memutakhirkan

Daftar Informeasi Publik;

. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik

agar mudah diakses oleh publik;

. mendulnung pengumpitlan data penyelesaian Sengketa Informasi

Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang
menangani hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang;
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E. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan
pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan

Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala_Sab Bagian Telerffs Penyelenggaraan Pemilu, dan




